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TENTANG

PEDOMAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

cl.

[N

hahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah
melalut pengelolaan vang milik dacrah vang dilakukan
oleh Bendahara Umum Daerah, perlu dilaksanakan
investas: uang dacrah dalam bentule depesito;

bahwa sesual Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Dacrah
secbagaimana telah diubah  bebherapa kali, terakhir
dengan Peraturan Mentert Dalam Negern Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Mentert Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 wentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, uang milik daerah yvang
belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak
mengganggu hkuiditas keuangan dacrah;

bahwsa herdasarkan pertiimbangan schagaimana
dimaksud dalam hurul a dan hurut b, serta untuk
terub administrasi penyimpanan uang dalam bentuk
deposito  di Bank, perlu menetapkan  Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Deposito Uang Milik Dacrah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Sclatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Ncgara Repubibk Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106};

Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1992  ienlang
Perbankan, scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



8.

9,

10.

11.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 4355);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemcrintahan  Dacrah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebhagauimana
telah dhivbah beberapa kalic terakhir dergan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedus Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 1entang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daceralhy  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor -1438):

Unduang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 1entang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan  Lemboaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahiun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2005 Nomor 1383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

Peraturan Pemerintah Nomor 538 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Dacralir (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentung
Pembagian Urusan Pemerintahior Antara Pemerinah,
Pemermtahan  Dacrahy Provinst dan Pemerintahan
Dacrah  Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemerimtah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Dacrah (Lembaran Negara
Repubhik Indenesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tenang
Pengangkatan  Drs. FLO Awang Faroek Ishak, MM, M.S)
schagar Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. . Farid
Wadjdy, AMLPd  scbagai Wakil Gubernur  Kalimantan
Timur masa Jabatan 2008 - 2013

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hulkum Dacraht (Berita
Negara Republik Inonesia Taliun 2011 Nomaor 604



14, Peraturan Dacrah Provinst Kalimantan Timur  Nomor
06 Tahun 2008 tentang Organisast dan Tala Kerja
Sckretariat Dacriuah Provinsi Nalimantan Timur
iLembaran Daerah Provinst kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Dacrabh Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 317);

153, Peraturan Dacerah Provins: Kalimantan Timuar Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisast dan Tata Kerja Dinas
Dacrah Provinst Kalimantan Timur (Lembaran Dacrah
Provinst Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Provins Kalimanan Thnur
Nomor 33);

16, Peraturan Dacrah Provinst Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang  Pokok-Pokok Pengeelolann
~heuwangan Daerah. (Lembearan [Jaerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor [13):

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DEPOSITO

UANG MILIK DAERAH,

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksudd dengan -

l.

BN

o

9.

Dacrah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sckretarts Daerah Provins: Kalimantan Timur.
Inspektorat adalah Inspektorat Provinst Kalimantan Timur.

Kepala Biro Keuangan  yang sclanjutnya dischut Kepala Biro adalah Kepala Biro
Kevangan di lingkungan Sckretariat Dacrah Provinst Kalinantan Timur scelaku
Bendahara Umum Dacrah.

Bendahara Umum Dacrah adalah Pejabat vang dibert kewenangan oleh Pemegang
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Dacrah untuk mengelola penerimaan
dan pengeluaran Ras Dacrah serta segala bentulk kekayvian Daerah lainnya.

Kas  Daerah  adalah tempat  penyimpanan  uang  dan surat berharga vang
ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pendapatan Dacrah adalah semua penerimaan Dacrah vang menjadi hak Dacrah
dalam periode tahun anggaran tertentu.

Bank adalah Badinr Usaha vang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannyva kepada masyvarakat dalam bentuk kredit

dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taral hiduap
rakyvat banvak.

10. Rekening adalah simpanan scjumlah uang di Bank.



11. Keuangan Dacrah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya secgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

12. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman deposito uang milik dacrah dimaksudkan sebagai upaya untuk mencertibkan
deposito uang milik dacrah schingga dapal menambah pendapatan dacrah.

Pasal 3

Pedoman Dcposito uang milik dacrah bertujuan :

4. untuk menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-
pihak yang terkait; dan

b. untuk menjaga ketersediaan Kas Dacrah dalam melakukan pembayaran tagthan.

BAB IIIL
DEPOSITO UANG MILIK DAERAH
Pasal 4

(1) Uang milik Dacrah yang belum digunakan dapat didepositokan scpanjang tidak
menggangeu likuiditas Keuangan Dacrah,

(2} Deposite scbagaimana dimaksud pada avat (1) mcliputt Deposito Berjangka
pendek.

Pasal 5

(1) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayvat (2), dapat
dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau Bank
Pemerintah, baik konvensional maupun svariah dengan memperhatikan saldo
Kas Daerah.

{2) Penempatan deposito pertama kali pada Bank Pemecerintah sebhagaimana
dimaksud pada avat (1} ditentukan oleh Kepala  Biro  dengan persetujuan
Gubernur  dengan memperhatikan suku  bunga dan /atau bagi hasil yvang
menguntungkan Dacrah.

(3) Penempatan  deposito  sclanjutnya  pada Bank Pemerintah schagaimana
dimalksud pada avat (1) ditentukan oleh Kepala Biro.



Pasal 6

(1) Bunga deposito dan/atau bagl hasil merupakan pendapatan Dacrah vang
langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Dacrah.

(2)  Pembukuan bunga deposito dan /atau bagi hasil sebagai Pendapatan Dacrah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 7

Kepala Biro melaporkan pelaksanaan penempatan deposilo setiap semester kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
Agar secliap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan  Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannva dalam Berita Dacrah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Pebruari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tid

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesual dengan aslinva
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

H, SUROTO, SH
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